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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

 NOMOR 19 TAHUN 201032 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN 

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan antara rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang 

dikelola sesuai azas-azas pengelolaan keuangan daerah, 

perlu pedoman secara komprehensif guna keterpaduan dan 

sinkronisasi dalam pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur  

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4575); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor  65 Tahun 2006; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 55 Tahun 2002 

tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 

Nomor 83, Seri E) sebagaimana telah diubah  dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2006; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 2  Seri E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2008  

tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 18); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 15); 
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22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Banten Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2010 Nomor 7); 

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15); 

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi 

Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2010 Nomor 16); 

25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 28). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 

ANGGARAN 2011. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 
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6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. 

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 

9. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Banten. 

10. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut LTD adalah Badan, Kantor dan 

RSUD Provinsi Banten. 

11. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas 

teknis pada dinas dan badan Provinsi Banten. 

12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

Gubernur.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya 

disebut RKA-SKPD adalah dokumen perancanaan dan penganggaran yang 

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya 

disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro 

keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya 

disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum 

Daerah. 

19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
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20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah selanjutnya disebut DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. 

22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang, meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. 

23. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, gubernur/wakil gubernur dan satuan kerja 

perangkat daerah.  

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan daerah. 

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah kepala 

satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 

kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

26. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah. 

27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat 

daerah yang dipimpinnya.  

28. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 

milik daerah. 

29. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara 

Umum Daerah. 

30. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. 

31. Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut 

Koordinator PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan tugas koordinasi pada beberapa kegiatan pada 

suatu program sesuai bidang tugasnya. 
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32. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disebut PPK-SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan 

kerja perangkat daerah. 

33. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat 

pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

34. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja 

perangkat daerah. 

35. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 

36. Unit kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang 

dibentuk dengan keputusan gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan gubernur 

dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

40. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

41. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

42. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah. 

43. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

44. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana 

bagi hasil. 



 
 

- 8 - 

45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 

satu  periode anggaran. 

46. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

47. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 

dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/PPKD dalam pelaksanaan APBD 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011. 

(2)  Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 

bertujuan agar APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dikelola secara 

tertib berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. 

Bagian Ketiga 

Azas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 3 

Keuangan Daerah dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat 

untuk masyarakat. 

BAB II 

SISTEMATIKA PEDOMAN PELAKSANAAN APBD 

Pasal 4 

(1)  Sistematika pedoman pelaksanaan APBD sebagai berikut : 

a.   BAB I  PENDAHULUAN; 

b.  BAB II  PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; 

c.   BAB III    PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD; 

d.   BAB IV PELAKSANAAN APBD; 

e.  BAB V PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD; 

f.  BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR DAN AWAL 

TAHUN ANGGARAN. 

g.  BAB VII PENUTUP. 
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(2)  Pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini.  

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.     

 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal : 27 Desember 2010 

   
GUBERNUR BANTEN, 

 

 

RATU ATUT CHOSIYAH 

 

 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal : 27 Desember 2010 

SEKRETARIS DAERAH 

 PROVINSI BANTEN, 

 

 

 MUHADI 

 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 19 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH  PROVINSI BANTEN 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
 
 

H. S A M S I R, SH. M.Si 
Pembina TK.I 

NIP. 19611214 198603 1 008 
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ttd 


